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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
A. Konteks Penelitian 
Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi, 
meskipun pada saat tersebut, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada 
awalnya, hanya terbatas pada tukar-menukar uang, kemudian berkembang 
menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang 
dengan memungut bunga pinjaman. Hal tersebut semakin berkembang menjadi 
perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia. Pada 
abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas 
bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan 
penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi 
yang dilarang oleh syariat Islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di 
dunia dan di Indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu momentum 
kebangkitan ekonomi Islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor 
keuangan syariah.
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Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang 
dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari definisi
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perbankan syariah tersebut, ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan 
syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua 
kelembagaan ini pada perbankan syariah di Indonesia terkait dengan dual banking 
system yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia. 
Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank 
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
Sementara Unit Usaha Syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi 
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang 
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 
syariah dan/ atau unit syariah.
2
 
Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan 
perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati belum mencapai 5% seperti yang 
direncanakan dalam Cetak Biru Perbankan Syariah 2002 untuk dicapai pada tahun 
2011, aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank adalah 4,91% pada 
Desember 2013. Nilai ini lebih dua kali lipat dibanding pangsa pasar pada awal 
tahun 2009. Selanjutnya pada April tahun 2015, pangsa pasar Bank Syariah 
terhadap total Bank sempat mengalami penurunan 4,69%, kendati aset bank 
syariah terus meningkat. Ini menunjukkan pada saat itu pertumbuhan bank 
                                                          
2
 Ibid, hal 98 
 
 
 
 
konvensional lebih tinggi dari bank syariah. Kondisi ini tentu harus menjadi 
perhatian semua pihak yang berkeinginan mengembangkan industri perbankan 
syariah di tanah air.
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Tabel 1.1 
Pangsa Perbankan Syariah terhadap Total Bank (Posisi April 2015) 
 
 
Bank Syariah (BUS dan BPRS) 
Total Bank 
(triliun) 
Nominal 
(triliun) 
Pangsa 
Total aset per 
Januari 2009 
51,8 2,24% 2.308,0 
Total aset per 
Desember 2013 
247,1 4,91% 4.954,5 
Total aset per 
April 2015 
276,2 4,69% 5.885,1 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah April 2015 (OJK, 2015)- diolah 
 
Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh 
perkembangan jaringan kantor Perbankan Syariah. Pada bulan April 2015, jumlah 
Bank Umum Syariah adalah sebanyak 12 perusahaan, sedangkan jumlah Unit 
Usaha Syariah sebanyak 22 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 
162 perusahaan.
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Tabel 1.2 
Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia (Posisi April 2015) 
 
 2009 2010 2011 2012 
Des 
2013 
April 
2015 
BUS       
Jumlah 
Bank 
Jumlah 
Kantor 
6 
 
711 
 
11 
 
1.215 
 
11 
 
1.401 
11 
 
1.745 
11 
 
1.998 
12 
 
2.135 
UUS       
Jumlah 
Bank 
Jumlah 
Kantor 
25 
 
287 
23 
 
262 
24 
 
336 
24 
 
517 
23 
 
590 
22 
 
323 
BPRS       
Jumlah 
Bank 
Jumlah 
Kantor 
138 
 
225 
150 
 
286 
155 
 
364 
158 
 
401 
163 
 
402 
162 
 
433 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, April 2015 (OJK, 2015)- diolah 
 
Sejak bulan Desember 2008, bank syariah yang beroperasi di Indonesia 
bertambah dua perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang merupakan 
konversi anak perusahaan Bank Bukopin dan UUS Bukopin, dan PT Bank Syariah 
BRI yang merupakan konversi UUS BRI yang menjadi BUS. Sebelumnya, hanya 
ada tiga bank syariah, yaitu PT Bank Muamalat, PT Bank Syariah Mandiri, dan 
PT Bank Syariah Mega Indonesia. Adapun UUS yang ada di Indonesia hingga 
Januari 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1.3 
Daftar BUS dan UUS di Indonesia (Posisi April 2015) 
 
No Bank Umum Syariah (BUS) 
1. PT Bank Muamalat Indonesia 
2. PT Bank Syariah Mandiri 
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia 
4. PT Bank Syariah BRI 
5. PT Bank Syariah BUKOPIN 
6. PT Bank Panin Syariah 
7. PT Bank Victoria Syariah 
8. PT BCA Syariah 
9. PT Bank Jabar dan Banten 
10. PT Bank Syariah BNI 
11. PT Maybank Indonesia Syariah 
12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, April 2015 (OJK, 2015) 
 
No Unit Usaha Syariah (UUS) 
1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk 
2. PT Bank Permata Tbk 
3. PT Bank Internasional Indonesia Tbk 
4. PT Bank Cimb Niaga Tbk 
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk 
6. PT BPD DKI 
7. BPD Yogyakarta 
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
9. PT BPD Jawa Timur 
10. PT BPD Jambi 
11. PT Bank BPD Aceh 
12. PT BPD Sumatera Utara 
13. BPD Sumatera Barat 
14. PT Bank Pembangunan Daerah Riau 
15. PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 
16. PT BPD Kalimantan Selatan 
17. PT BPD Kalimantan Barat 
18. PT BPD Kalimantan Timur 
19. PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 
20. PT BPD Nusa Tenggara Barat 
21. PT Bank Sinarmas 
22. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 
 Sumber: Statistik Perbankan Syariah, April 2015 (OJK, 2015) 
 
 
 
 
 
Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan 
prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah 
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
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   Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah 
dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 
Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang belum 
diterapkan karena beberapa alasan. Namun, telah diterapkan di beberapa negara 
yang mayoritas berpenduduk muslim. Produk-produk perbankan syariah yang 
telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara 
lain Mudharabah, Murabahah (pembiayaan dengan margin), Bai bi As-Saman 
‘Ajil, Musyarakah, Wadi’ah, Ijarah, Qard Al-Hasan, dan Jasa Bank.7 
Di antara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk murabahah di 
perbankan syariah pada saat ini lebih unggul daripada produk bank syariah yang 
lain. Salah satunya adalah dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, di bank 
ini produk murabahah mendominasi dibandingkan dengan produk yang lain.  
Selama tahun 2017, Bank Jatim menjalankan kegiatan operasional syariah 
melalui 7 Kantor Cabang Syariah, 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Payment 
Point Syariah, serta 191 Kantor Layanan Syariah yang berada di 39 Kantor 
Cabnag dan 152 Kantor Cabang Pembantu Konvensional.
8
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Tabel 1.4 
Realisasi Bisnis Unit Usaha Syariah PT BPD Jatim, Tbk 
 
PENYALURAN DANA (Rp) dalam juta 
Jenis 2017 2016 
Murabahah 565,656 444,999 
Mudharabah 255,419 310,951 
Musyarakah 73,567 26,751 
Qard 24,057 46,062 
Ijarah 436 299 
TOTAL 919,135 829,062 
 Sumber: www.bankjatim.co.id  
 
Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang 
dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat 
produktif, maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang 
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu 
memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus 
memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan sebagai tambahannya. Secara umum, nasabah pada perbankan syariah 
mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang tersebut akan 
dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah 
melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah 
margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada 
perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan 
bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik 
dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.
9
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Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga 
untuk dan atas nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan 
setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.
10
 Hal tersebut 
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
murabahah, yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
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Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu hal yang pasti bahwa 
tersosialisasikannya perbankan Islam dengan kata-kata Islam atau syariah, 
dikarenakan adanya kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari 
bisnis perbankan ini dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, 
dapat diartikan bahwa salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan 
Islam dengan konvensional yaitu kepatuhan pada prinsip syariah (sharia 
compliance). 
Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi 
bagian produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.
12
 
Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan yang 
ada dalam perbankan Islam, maka penasehatan (advisory) atau pengawasan 
(supervisory) syariah adalah aspek penting yang lain. Hal inilah yang mendasari 
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penulis untuk mengkaji “Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme 
Pembiayaan Murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri”. 
   
B. Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang 
Syariah Kediri? 
2. Bagaimanakah sharia compliance pada mekanisme pembiayaan murabahah 
di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendiskripsikan mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim 
Cabang Syariah Kediri. 
2. Untuk menganalisis sharia compliance pada mekanisme pembiayaan 
murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. 
 
D. Pembatasan Masalah 
Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerja penulis memberikan 
batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, 
adapun penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembiayaan murabahah 
pada produk pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di Bank Jatim 
 
 
 
 
Cabang Syariah Kediri dan menganalisis sharia compliance atau kepatuhan 
syraiahnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 
diharapakan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam 
bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah yaitu terkait analisis sharia 
compliance pada mekanisme pembiayaan murabahah khususnya pada produk 
kepemillikan rumah di Bank Syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, 
dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung serta 
memperluas wawasan khususnya. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Penulis  
Secara spesifik manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini 
adalah menambah literatur keilmuan tentang pembiayaan murabahah, serta 
untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dalam bidang penelitian 
lapangan maupun penulisan karya ilmiah. 
 
 
 
 
 
 
b. Bagi Bank Syariah 
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
maupun referensi bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
khususnya bagi Bank Jatim Cabang Syariah Kediri terkait dengan analisis 
sharia compliance pada mekanisme pembiayaan murabahah. 
c. Bagi Nasabah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada 
pengetahuan nasabah dan menambah wawasan masyarakat sebagai bacaan 
ilmiah. 
d. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan 
yang berguna dalam memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya-
karya penelitian lapangan, khususnya bagi mahasiswa fakultas FEBI, 
jurusan perbankan syariah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik 
untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
sharia compliance pada mekanisme pembiayaan murabahah yang ada di 
perbankan syariah. 
e. Bagi Pembaca 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang 
perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan 
murabahah, dan sebagai tempat solusi dalam mengatasi masalah dalam hal 
kurangnya modal bagi masyarakat khususnya di kota Kediri. 
 
 
 
 
 
F. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep judul 
skripsi ini, maka perlu peneliti kemukakan penegasan istilah sebagai berikut: 
1. Secara Konseptual 
a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
13
. 
b. Sharia Compliance adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan 
aturan-aturannya terkait transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis 
lain.
14
 Maka sharia compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap 
prinsip-prinsip syariah, yakni menyangkut tata cara bermuamalat yang 
Islami. 
c. Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
d. Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli 
barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (marjin) 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
15
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e. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank 
Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan 
harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan 
dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.
16
 
f. Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata 
bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak 
yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia 
adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan 
pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha 
dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.
17
 
 
2. Secara Operasional 
Berdasarkan judul yang telah dipilih oleh peneliti, maka dapat diambil 
pengertian yang dimaksud dengan Analisis Sharia Compliance Pada 
Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 
adalah penganalisisan sharia compliance atau kepatuhan syariah pada 
mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri 
berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian 
yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk 
mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis 
uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari: 
1. Bagian Awal 
Bagian awal usulan penelitian ini meliputi: halaman sampul atau cover 
depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 
persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 
lampiran dan abstrak. 
 
2. Bagian Inti 
Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab pertama ini, penulis menguraikan tentang konteks 
penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan masalah, 
manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan 
skripsi. 
 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab kedua ini berisi kajian pustaka yaitu sebagai kerangka 
untuk menganalisis temuan data pada bab empat, yang terdiri dari 
tinjauan umum sharia compliance, pembiayaan dalam praktik 
 
 
 
 
Islam, ruang lingkup pembiayaan murabahah, praktik pembiayaan 
murabahah dalam perbankan syariah, dan penelitian terdahulu serta 
kerangka berfikir. 
 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab tiga ini berisi tentang metode penelitian yaitu analisis 
teoritis mengenai suatu cara atau metode yang sistematis 
terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 
jawaban yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 
temuan, dan tahap-tahap penelitian. 
 
BAB IV : HASIL PENELITIAN 
Pada bab empat  ini membahas tentang paparan data dan temuan 
penelitian. 
 
BAB V : PEMBAHASAN 
Pada bab lima ini membahas tentang hasil penelitian dari 
pembahasan bab 4 tentang Analisis Sharia Compliance Pada 
Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah 
Kediri. 
 
 
 
 
 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab terakhir menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran 
dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. 
 
3. Bagian Akhir 
Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang terdiri dari 
pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat persetujuan penelitian, surat 
pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup, dokumentasi penelitian, 
formulir pembiayaan syariah, brosur produk KPR syariah, dan tabel angsuran 
perbulan KPR syariah dan kendali bimbingan skripsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
